BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN _
NOMOR &% TAHUN 2016

Menimbang

. Mengingat  :

. e PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN __
= NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA -

BUPATI SIMALUNGUN,
bahwa untuk meléksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dimana Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung)awaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

_dan Belanja Daerah {APBD) kepada Dewan Perwakilan Ruakyat Daerah (DPRD) dengan dllampm laporan keuangan yang telah dlpenksa oleh Badan Pemerilisa

Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalkssud pada huruf a, perlu membenmk Peraturan Bupati Simalungun tentang Penjabaran

' Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be'anja Daerah Kahupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015.

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lémbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lemba_rdn_

Negara Republik Indonesia Nomor 3312)- bebagmmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); .

Undang—U'xdang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1907 Nomor 44
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang.Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara\
Republik Indonesia Nomor' 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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: Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lcmbaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Négara Republik Indonesia Nomor 4421}; ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 4438}’
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara chubhk Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan .Perundang undangan (Lembaran Negara chubhk Indone31a Tahun 2011 Nomor 82
‘Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
-Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (Lembaran Negara Repubhk Indonesia ’I‘ahun 2015 Nomor 58, Tambahan )
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ./ a
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahunt 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakﬂ Kepala Daerah (Lembaran Negala Repubhk Indonesm
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4028); -
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemenntahan Daerah (Lembaran Ncgara Repubhk

Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); .
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 119 Tambahan Lembaran )

Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Repubhk Indonesia - -
- Tahun 2004 Nomor. 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana teleh diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 .
" Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpin:"an dan Anggota Dewan

-Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tam-bahan Lembaran. Negara Republik Indorresia Nomor 4540);

;'Peraturan Pemermtah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum (Lcmbaran Negara Repubhk lndonc51a Tahun 2005 Nomor
- 49, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4502}; :

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 20035 tentang Standar Akuntansi Pemenntah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503}; .
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4574):- :
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran .

Negara Reoublik Indonesia Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun.2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indoriesia Tahun 2005 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576},
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4577); :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 4578); - —

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lémbaran Negara erubhk Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



} . 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kmerja Instan31 Pemenntah (Lembaran Negara Republik Indones1a Tdhun 2006
) / . _ Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);-
] "26.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indoncs1a Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan‘
B " . .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

27.  Peraturan Pemerintah Nemor-71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemenntahan (SAP) menyatakan Bahwa Pemerintah menerapkan Standar Akuntan51
- Pemerintahan Berbasis Akrual;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Gunung Malela, Kecamatan Gunung Mahgas Kecamatan
Bandar Masilam, Kecamatan Bandar Huluan, Kecamatan Jawa Maraja Bah .Jambi, Kecamatan Hatonduhan, Kecainatan Pamatang Sidamanik, Kecamatan
Panombeian Panei, Kecamatan Haranggao] Horisan di Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2002 Nomor 9 seri D Nomor

S 9k SR o

29. Peratiran Daerah Kabupaten Sxmal\mgun Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Slmalungun Nomor 1 'l‘ahun

2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan. Perwakxla.n Rakyat Daerah Kabupaten Slmalungun (Lembaran Daerah

Kabupaten Simalungun Tahun 2006 Nomor 1 Seri D Nomor 1);

30. . Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 11 Tahfin 2006 tentang Pembcntukan Kecamatan Pamatang S111ma Huta (Lembaran Daerah Kabupaten '
- Simalungun Tahun 2006°'Nomor 11 seri D Nomor 11}); ."
~31l.  Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok—pokok Pengelolaan - Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten o
- Simalungun Tahun 2008 Nomor 7 seri D Nomor 6); . -
32. ° Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang OrgamsaSL dan Tata Ker_]a Perangkat Daerah Kabupaten Su:nalungun (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16) sebagaimana telah diubali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Ke empat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Orgamsasx dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Slmalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 3 seri D Nomor 3}); : -
.o .0 33, . Pcraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 5010 tentarig ’I‘untutan Ganu Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lemba:an Daerah Kabupaten
o " Simalungun Tahun 2010 Nomor 6 seri D Nomor 6}. -
34. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatcn Szmalungun Tahun Anggaran
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 6 seriD Nomior 6); - . - )
35. ¢ Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun.
: - Tahun Anggaran 2015. {Lembaran Dzerah Kabupaten Simalungun Tahun 2015 Nomor 2 seri D Nomor 2}; :
" 36. Peraturan Menteri Dalam Negéri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
' " dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akur-tans1 Pemerintahan Berbasi Akrual pada Pemermtah Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

39. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Simalungun.




. Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI SIMALUN GUN TEN TANG PERTAN GGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PEN. DAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN -
2 0 15 : :

“Pasal 1
Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri dari :
1. Pendapatan . o
" a. Pendapatan Asli Daerah - . Rp. 111.893.282.770,10 : o o
b. Dana Perimbangan Co ) Rp. . 1.247.469.763.643,00 : : B
C. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp. ' 571.580.258.968,00 . '
. Jumlah Pendapatan . Rp 1.930.943.305.381,10
2. Belanja . -
a. - Belanja Txdak Langsung . 5 ) .
1) Belanja Pegawai - = = - . R Rp. 1. 1.063.651.651.920,87
2) Belanja Bunga A - Rp. | 443.967.271,00
3) Belanja Subsidi o Coe Rp.. | -
. 4) Belanja Hibah =~ - = - - ' " Rp. -~ .58.271.163.000,00
. 5) Belanja Bantuan Sosial o Rp. 4.578.136.200,00 .
6) Belanja BagiHasil .. =~ . .’ Rp. 57.196.600.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan - " Rp. : 102.640.236.459,00
8) Belanja Tidak Terduga - Rp. . 7.740.129.941,98
a t > Rp.’ 1.294.521.884.792,85
b. Belanja Langsung . : .
. 1) Belanja Pegawai : : Rp. . ° 91.323.122.832,00 ‘
2) Belanja Barang dan Jasa - ) © . - Rp. '253.421.553.150,16 )
3) Belanja Modal : . Rp. : 185.676.905.078,15 . —
o - o Rp. 530.421.581.060,31 o -
Jumlah Belanja - R Rp. 1.824.943.465.853,16
Surplus/(Defisit) - E _ ’ . Rp. 105.999.839.527,94
3. Pembiayaan : . - . : .
a. Penerimaan , : ' . . Rp. .7.912.233.766,83 -
. b. Pengeluaran e ' I _ : Rp. _10.643.560.936,00 -
. . JumlahPcmb1ayaan Netto ’ : ‘ Rp. (2.731.327.169,17)

Sisa lebih pemblayaan anggaran tahun berkenan (SILPA)




Pasal 2

#

. Ringkasaxi laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum pé.da Lampiran I Peraturan Bupati Simalungun ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan fealisési anggatan éebagajmana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjaﬁaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

PN

Penjabarén' léporan realisasi anggaran-v_s'gb'ag.aimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati Simalungun ini.

Pasal 5

Lamplran sebagaimana dimakéud pada Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Simalungun 1n1

‘ Pasal -6

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

E Agér Setiai) Orang mérigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pénempatanﬁya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamatang Raya
»  padatanggal 06 oktpber  20i6

BUPATI SIMALUNGUN,
. Dto
J.R. SARAGIH

Pn: ag di Pamatang Raya
QN 2016

o

AH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN l2016 NOMOR : 182 ¢



